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"KI/Vlll/2018 Tanggal 2l Agustus 2018 teotang Pengajuan lzin

^ Operasional 'l'aman Kanak-Kanok KJisten Tandung.

Menimbang : bahwa laman Kanak-kanak yang didirikan dar diselenggarakan telah

men'lenuhi persyaratan, maka dipa[dang perlu ditetapkan dengal

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pela]-anan Te.padu Satu Pintu

tentang Izin Operasional Penleienggiraan Taman i(anak-Kanat Kristen

Tandung.

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional ( L,embaran Negara Repubiik Indonesia lahun 2001 Nomor

78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorl301 );

Undang Undarlg Nomor 23 'fahun 2014 tel1tallg Pemerintahan

Daerah ll-embaran Negara Republik ladonesia Tahur 2014 Nomor

24i1, Tambahar l,embarar Ncgara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diutrah beberapa kali terahir dengao Undang

Undang Nomor 9 Tahun 20 1 5 teltang Perubahan kedua alas l]ndang

Undang Nomor 2l 'Iahun 20i4 tentang Pemerintahan Daelah

rLembaran NelaJa Republik lndonesia fahun lol5 \omor s8

Tambahan Lembaran Negara Repubiik IndonesiaNomor 5679):

"r,i r(,rarts rLl'trrurdall ud

Penyelcnggaraan Pcndidikan (L.-ba.an Nega.a Republik lndonesia

Tahm 2010 Nomor 23, Tambahan l,emtraran Negara Rcpublik

lndonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Pcratu.an

Pemenntah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Petubahan atas Peraturan

Pemeintah Nomor 17 Tahun 2010 lentans Penselolaan dan

)



( Penl elenggaman Pendrdikan (Lembaran Negara Republik Indodesia

Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5157),

Peratuan Pemerintah Nomor 18 ]'ahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 'l'ahun 2016 Nomor

144, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesiaNomor 5887);

Peratura[ Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengcn]bangan

Anak Usia Dini Holistic Integrative.

Peraturan Mente Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

' Nomor 63 Tahun 2009 lentang Sistim Penjaminan Mutu Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 137 Tahun 20i4 tentang Standa. Nasional Pendidikan Anak

Usia Dini;

Mcnteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146

Tahu. 2014 tentang Ku kulum 2013.

PeratuBn Dae.ah Kabupaten Tora,la ljlara Nomor 4 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan PeBngkat Daerah Kabupaten

'loraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten loraja Utara Tahtur 2016

Nomor 4, tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utala Nomor

61);

Memberikan

kepada :

NamaTK :

Aiamat :

MEMLIIUSKAN

Izin Opensional Penyelenggaraan Tarnan Kanak-Kanak

TK. Kristen ]'andung

landrLng. I ernhdnc [andung La bo'

Kecamatan Sanggalangi'.

4.

5

6

10. Peraturan Bupati 'foraja Ulara Nomor 50 'l ahun 2016 tentang Susunan

Organisasi, Kedududkan Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas

sefta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupalen Toraia Utara (Berita

Daerah Kabupaten Tomja Utara Tahun 2016 Nomor 51),

11. Peraturan Bupati l'oraia Utara Nomor 65 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian,

serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satr Pintu:

12. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Pelimpahan Kervenangan Pelayanan Pe zinan dan Non Perizinan pada

Dinas Penanaman Modal dan Pela),anan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Toraja Utara.

Menela*an

PERTAMA



KEDUA

KETICA

Apabiia tega,3i pelallggrran dalsm p€no,llelggaraan Talmn Kallak-kanak

tersebut pada Diktum PER |AMA, maka Izin Operasional akan dicabut

A. Kewajiban Pelnegallg lzin :

l.Wajib mentaati peraluran perundang-undangan sesuai dengan

kelentuan ],ang berlaku .

2.Wajib mengirirr laporan secam trerkala scsuai Ketentuan M€nurut

Model yang sudah ditennrkan.

3 Wajib melaporkan keadaan lembaga melalui Aplikasi Dapodik

dcngan sebenar-benamva sesuai keadaan lemhaga.

.l.Wajib mcngajukan pengusular Nomor Pokok Sekolah Nasional

(NPSN).

5.Wajib melakukan Regr'strasi dengan Aplikasi Sistem peniiaian

Akeditasi Nasional (SISPENA) lrerdasarkan I Standar Nasional

Pendidikan

6.Wajib mengajukan perrnohonan baru selamtrat-lambatnya 30 (tiga

puluhl hari scb.lum rzin rnr hemkhrr

B. Sanksi r

Apabila Pemegang Izin tidak Melaksanakan kewajiban-ke*ajiban

fersebut, maka akan dikelakan sanksi be.upa Pencabutan lzio

Operasional (Izin Ope.asionalnya tidak diperpanjaag).

Masa berlaku keputusan ini selama 3 {tiga) tahun, terhiturg sciak tanggal

penetapan dan setelah i1u akan diadakan peninjauan kembali dalam hal

perpanjangaa iz,in operasional lemhga.

KEEMPAT

Ditelapkan di : Rantepao
pada langgal : 21 Agustus 2018
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